
Menimbang

BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 56 TAHUN 20T9

TENTANG

STANDAR PEL,{YANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIPTODADI

Mengingat

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas.

: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa ka.li diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undalg-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

!-

l.* ,



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahul 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Pera[gkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (lrmbaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor lo).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEL{YANAN

MINIMAL BADAN I,,AYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIPTODADI

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuian Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kes€hatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang eelanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perargkat Daerah

atau Unit Keda pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan pel,ayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijualksn mengutamakan mencari keuntungan,

dan dalam melakukan kegiatar nya didasarkan pa.da

prinsip elisiensi dan produktivitas.
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6. Pol,a Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan Ileksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praldek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkaa pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejaht€raan umum dan mencerdaskan kehidupa.n

bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

keuangan daerah pa.da umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehat€n

Masyarakat Ciptodadi yang merupakan sarana

peLayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan

kesehat€n dalam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

8. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegalt

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangal penyakit, mencegalt

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.

9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepa.da semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

10. Pelayanan tindsl<an khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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12.

13.

14.

15.

11.

17.

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah

memperoleh pelayanan kesehatan dal karena

penyalit nya memerlulan tindalan khusus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menempati tempat tidln Puskesmas

Rawat Inap.

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menalggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Pelayanan Minima.l yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifikasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat,

Jenis petrayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kcsempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak lain, tata

penyelenggaraan nya sesuai standar yang telah

ditetapkan.

Dehnisi operasional adalah uraial yang dimaksudkan

untuk menjeLaskan pengertian dari indicator upaya

kesehatsn perorangan dan upaya kesehatan

masyarakat,

Sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dljadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
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19.

20.

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dan

mencegal penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

Upaya penyediaan data kesehatan adalah kegiatan

yang dilalrukan oleh petugas pengelola data untuk

melakukan pengumpulan data, pengol,ahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk

mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang

mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar Pel,ayanan Minimal dimaksudkan untuk

memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalarn mcLaksanakan pgrencanaan, peLaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggun$awaban

penyelengaraal SPM pada Puskesmas.

(2) Stand$ Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menjamin mutu pel,ayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PEL,{YANAN, INDIKATOR, STANDAR NII.AI,

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PEI"{YANAN MIMMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventifl,

penyembuhan (htmtifl, pe'r]^ulibeJ] (rehabilintifl yang

dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan

(pronatin *fta upaya rujukan.
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(t)

Begian I(edua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas

Waku Pencapaian

Pasal 4

Jcnis pelayanan untuk Puekcsmas, meliputi :

a. Upaya lGsehatan Pers€orangan, meliputi:
1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jelan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Persalinan;

5) Pelayanan Laboratorium Sederhana;

6) Pelayaran Farmasi;

7) Felayanan Gizi;

8) Felayanan Rekam Medik;

9) Pengelolasn Limbah;

1O) Administrasi dan Manajemen;

11) Felayanan Ambulan ;

12) Pcmeliharaan;

13) Penccgahan dan Pengendalian; dan

la) Felayanan Keamanan;

b. Upaya lGschatan MaErarakat, meliputi :

1) Felayanan lGschatan Ibu Hamil;

2) Pclayanan lGsehatan Ibu B€rsalin;

3) Pelayanan lGschatan Bayi Baru Lahir;

4) Pclayanan Keschatan Balita;

5) Felayanan Kesehatan Pada Usira Pcndidikan

Dasar;

6) Pelayanan Kcsehatan Pada Usia Produktif;

7) Pelayanan lGsehatan Pada Usia Itnjut;
8) Pelayanan tGsehatan Fenderita HiFrtensi;
9) Felayanan lGsehatan Perderita Diebetes

Miletus;

lOl Pelayanan lc8chatan Orang dengan Gargguan
Jiwa Berat;

I l) Fetayanan Keschatan Orang dengan Tts; dan
f2)Pelayanan Keschatan Orang dcngan Risiko

Tcrinfeksi HIV.
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(2) Indikator, Btandar nilai, batas waLtu pcncapaian pada

sctiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmae tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Indikatoa stsndar nilai, batas waku pencapaian pada

jenis pelayanan untuk upaya keschatan masyarakat

pada Puekesmas, tercantum dalam Lsmpiran II

Peraturan Bupeti ini.

BAB IV

PEL/{KSANAAN

Pasal 5

(1) Pu8kegmas yang mcncrapkan PPK BLUD wdib
melatsanakan berdasarkan SPM dalam

Fcraturan Bupati ini.

(2) Kepela Puslrcsmas sebagaimana dimakeud pada ayat

(U bertanggung jawab dalem penyelcagaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di
tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Pcnyelcnggaraan pelayanan yang oc8uai dengan Sru
dilekulGn oleh tenaga dengan kuafifi*asi dan

kompetensi yang Bcsuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BABV

PENERAPAN

Pasal 6

(1) IGpala Puslresmas yang menerapkan PPK BLUD

Denyuaun rcncana kcrja dan angaran, targct, Berta

upaya dan pela&eanaan peningkatan mutu pelayanan

tallrnan Puslcsmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencena kerja dan anggaran scba€aimane dinraksud

pada ayat (l), disu8rm dengan menggunatan forrnat

Rencana Bisnis dan Angggran.
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(3) Sctiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan

pelayanan yang menjadi tugasnya, dilakearralon

dengan mengscu pada sPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAI{

Bagian Kcsatu

Pcmbinaan

Pasal 7

(1) Pembinaan teknis Puelcsmas yang mcnetapkan PPK

BLUD dilakukan ol€h Kepala Dinas Kes€hatan,

(2) Penbinaan kcuangan Puskcsmas yang mencrapkan
ppK BLLrD dilekukFrr olch Fejabat Fengolola Keuangar

(PPI(D).

(3) Fembinaan s€hgaimana dimaksud Pada ayat (l) dan

ayat (2), bcrupa fasilitasi, pcmbcrian orientasi umum,

pctunjuk teknis, bimbingan teknis, pcndidikan dan

latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakuP :

a. perhitrmgan sumber daya dan dana yang

dibutubkan untuk mencapai SPM;

b. Fnyusunsn rencana pencapaian SPM dan

penctapan target tahunan pcncapaian SPM;

c. p€nil,i'n prestasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prcstasi kerja pencapaian SPM;

c. pcnyusunan peraturan perundang-tmdangan

untuk implementasi PPK BLUD pada Puskcamae

yang bcrsangkutsn;

f. knyusunan Rencana Bisnis dan Arggaran;

g. Pclaksanaan ansaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

(U Penggr asan dilakukan olch Pera$gkat Daerah

mempunyai tugas &n fungsi pengawamn,
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(2) Selain PengBwasan jrang dilekl'kerr oleh Ferangkat

Da€rah yang mempunyai twas dan fungsi pengax,asan

sebegaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
oleh p€ngawas intemal.

(3) Pengawas intemal ocbagaimana dirrrqLsud pada ayat
(21, dilaksanakan oleh intemal auditor yang

berkcdudulen langsung dibawah Kepala puskesmag

scsuai dengan kctentuan peraturan porundang-

urrdangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

(f) BLLrD J.ang mcmiliki rcalisasi nilai omsct tahunan
mcnurut laporan operaeional atau nil,ai asct menurut
neraca yang Eemenuhi syarat minimal, dapet dibentuk
dewan pengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas s€bagaimana

dirnaksud pada ayat (f), ditetapkan scbanya* 3 (tiga)

orang atau 5 (lirna) orang dan seorang di antara
angota dexran pcngawas ditetapkan scbagai ketua
dcwan pengawas.

(3) Syarat minimaf sebagaimana dimaksud pa.da ayat
(1), danjusilah anggota dewan pengawas sebaSaimana
dirneksud pada ryat (2), mengikuti peraturan yang

diGtapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(4) Dewan pengawas dibentuk dcngan keputusan
Bupeti atas u$ulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Dc*an pcqgawas beltugas oclakukan pcabinaanr dan
pengatrasan terhadap pengelolaan BLUD yang
.lil,,kukea oleh pejabat pengelotra aesuai dengan

ket€ntuan peraturan pcrundang-undangan.
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(2) Dcwan pcngawas berkewajiban:

a- memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai RBA yang diusullran oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

mcmberikan pendapat Ecrta saran kepada Bupati
mengenai sctiap masalah yang dianggap penting

bagi pengclolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

d. membcrikan naschet kepada pejabat pcngelola

delem melaksanatan pengelolaan BLUD;

c. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik
keuangan naupun non keuangan, serta

memberiken saran dan catatan-catatal penting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;

dan

f. memonitor tindak lanjut hasil cvallasi dan
penilaian kincrja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dirnaksud pada ayat (U, kepada Bupati
sccara berkala paling sedikit I (satul kali dalam satu

tahun dan seuaktu-waktu apabila diperluken.

Passl 1l

(f) Anggota dewan lrngawas dapat terdiri dari unsur-
unSur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b, pejabat Perangkat Daerah yang membidanAi

pengelotraan keuangan daerah; dan

c, tenaga al i yang scauai dengan kegiatan BLUD.

(2) Penganglatan anggota dewan p€ngawas tidak
bersamaan waltunya dengan pengangkatan pejabat

penS€lola BLUD.
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(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan
pengawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-
masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD,
serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksarakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum darl
tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak
pemah menjadi anggota direksi atau komisaris,

atau dewan pengawas yang dinyatakaa bersalah
sehingga menyebabkan suatu badan usa_ha

pailit atau orang yang tidak pemah melakukan
tindak pidana yang merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen
keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Pasal 12

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan
selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali
untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota dewan penga$,as dapat diberhentikan sebelum

waktunya oleh Bupati.
(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimalsud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-

undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan mel,akukan

tindak pidana dar/atau kesalahan yang berkaitan
dengan tugasnya melaksanaka:r pengawaaan atas

BLUD.
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Pasal 13

(1) Bupati dapat mengangkat setretaris dewan pengawas

untuk mendukung kelancaran tugaB dewan pengawas.

(2) Sckretaris dewan pcngawas scbagaimana dfunaksud
pada ayat (fl, bukan anggota dcq,an
pengawas.

pasal 14

SegFla biaya yang dipcrlukan dalam pelaksanaan
tugas dewan pengawas dan selrctaris dcq,arx penga\ras

dibebankan pada BLLrD dan dimuat d,la'n RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pcraturan Bupati ini mulai bcrtaku pada tan$al
diundangkan.

Agar sdirap orang mengetahuinya memcrintahkan

Feraturan Bupati ini dcngan
penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupatcn Musi
Rawas.
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Ditetapkan di Muara Bcliti
Pada tangal € 'lefra4ttoi 21lg
BUPA'II RAWAS,

il

Diundangkan di Muara Bctti
pada tanggal 6 cqltahr zots
SEKRETARIS DAERAH

KABI.'PATEN MUSI RAWAS,

BERITA DAERAH I(ABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR,f6
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